Uni versitas Indonesia Library >> U - Skripsi Menbership

Kedudukan harta bersama dalam perkawinan terhadap tuntutan ganti
rugi karena perbuatan melawan hukum

ErnaN. Christin, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20202980& | okasi=Iokal

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang meskipun menyebutkan dalam pasal 29-nya,
bahwa suami isteri berhak mengatur harta kekayaan dalam perkawinan mereka menyimpang dari ketentuan
pasal 35 dan pasal 36 Undang-undang perkawinan dengan suatu perjanjian perkawinan yang dibuat pada
waktu atau sebelum perkawinan di langsungkan tidak mengatur secara tegas bentuk-bentuk penyimpangan
itu atau dengan kata lain tidak mengatur secararinci bentuk-bentuk perjanjian perkawinan itu. Dalam hal
timbulnya suatu gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh suami atau isteri
yang digjukan oleh pihak yang dirugikan, maka menjadi tidak jelas apakah kewajiban penggantian kerugian
itu dapat di bebankan sepenuhnya kepada harta bersama dalam suatu perkawinan ataukah harus ditanggung
dengan harta pribadi si suami atau s istri yang digugat tersebut, dan bagaimana jika harta pribadi tersebut
tidak mencukupi. Pengadilan-pengadilan yang merupakan lembaga yang dapat menciptakan hukum (judge
made law) dalam putusan-putusannya tentang gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tidak
juga membedakan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya apakah beban ganti rugi itu menjadi
tanggung-jawab pribadi satu pihak dan oleh karenanya harus dibayar dengan harta pribadi ataukah harus
menjadi tanggung-jawab bersama, suami atau isteri sehingga dapat dibebankan pada harta bersama.
Seharusnya dalam hal adanya gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum apabila si suami atau si
istri mengganggap bahwa perbuatan melawan hukum itu dan oleh karenanya tanggungjawab atas kerugian
yang ditimbulkannya adalah tanggung jawab pribadi, maka s suami atau si istri harus melakukan
perlawanan atau intervens di Pengadilan sehingga Hakim yang mengadili perkara tersebut dapat
memberikan pertimbangan hukum dan putusan yang dapat menjadi suatu Y urisprudensi yang akan diikuti
dalam lalu-lintas hukum masyarakat.
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